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ABSTRAK :  - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata 
Cara Pembebasan Cukai. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 76, TLN No. 3613) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan UU 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.105, TLN No. 4755), 
Keppres 84/P Tahun 2010.  

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Pembebasan Cukai dapat diberikan atas etil alkohol yang berasal dari Pabrik, Tempat 
Penyimpanan, atau yang diimpor, yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan 
penolong dalam pembuatan Barang Hasil Akhir yang Bukan Merupakan Barang Kena 
Cukai, yang diajukan pernohonannnya oleh Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat 
Penyimpanan, atau importir kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal melalui 
Kepala Kantor. Termasuk dalam pengertian pembuatan Barang Hasil Akhir yang Bukan 
Merupakan Barang Kena Cukai yang dapat diberikan Pembebasan Cukai adalah 
pembuatan barang hasil akhir yang dilakukan melalui Proses Produksi Terpadu. 
Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan dalam 
waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara 
lengkap, menetapkan keputusan mengabulkan atau menolak permohonan. Untuk 
memperoleh Pembebasan Cukai atas etil alkohol yang digunakan dalam Proses 
Produksi Terpadu, Pengusaha Pabrik yang melakukan Proses Produksi Terpadu harus 
mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal melalui 
kepala Kantor dengan menggunakan dokumen PMCK-1. Pembebasan Cukai dapat 
diberikan atas etil alkohol dengan kadar paling rendah 85% (delapan puluh lima persen) 
yang digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. 
Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir harus mengajukan 
permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal melalui kepala Kantor 
dengan menggunakan dokumen PMCK-3. Pembebasan Cukai dapat diberikan atas 
minuman yang mengandung etil alkohol dan/atau hasil tembakau untuk keperluan 
perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia 
berdasarkan asas timbal balik, yang dapat diperoleh dari Toko Bebas Bea atau diimpor 
langsung sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di 
bidang kepabeanan. Pembebasan Cukai dapat diberikan atas minuman yang 
mengandung etil alkohol dan/atau hasil tembakau yang dibawa oleh penumpang, awak 
sarana pengangkut, atau kiriman dari luar negeri. Pembebasan Cukai dapat diberikan 
atas etil alkohol dengan kadar paling rendah 85% (delapan puluh lima persen) yang 
dipergunakan untuk tujuan sosial yakni untuk keperluan rumah sakit atau bantuan 
bencana alam. Pembebasan Cukai dapat diberikan atas etil alkohol yang dirusak 
sehingga tidak baik untuk diminum yang dalam istilah perdagangan lazim disebut 
spiritus bakar (brand spiritus). Pembebasan Cukai dapat diberikan atas minuman yang 
mengandung etil alkohol dan/atau hasil tembakau yang berasal dari Pabrik atau yang 
diimpor untuk dikonsumsi oleh penumpang atau awak sarana pengangkut yang 
berangkat langsung ke luar Daerah Pabean melalui darat, laut, atau udara. 



CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 47/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Cukai, dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

  - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 
diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2010 dan diundangkan pada 
tanggal 27 Mei 2010. 
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